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ABSTRAK

Ariyati  Marsella, 2021419320011, 2023. “Implementasi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di
Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan” di bawah bimbingan
Bapak Bachruddin Ali Akhmad.

Penyelenggaraan suatu negara tentunya tidak terlepas dari peran pentingnya
administasi publik. Sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi dalam sistem
administrasi publik di Indonesia antara lain struktur organisasi yang besar di tingkat
pemerintahan pusat, persoalan mental-model SDM, maraknya kasus KKN,
permasalahan manajemen Kinerja dan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan
kepada Masyarakat. Dari kelima permalahan mendasar tersebut dapat disimpulkan
pada intinya yang menjadi masalah utama dalam administrasi publik adalah dari
SDM didalamnya yang menjalani segala proses birokrasi. Untuk itu dalam
memecahkan masalah tersebut perlu diambil langkah konkrit untuk dapat merubah
mindset dari SDM yang ada sehingga dapat melaksanakan segala proses birokrasi
dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisis
data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan belum berjalan dengan efektif. Dimana
dari 4 (empat) variable berdasarkan teori implmentasi kebijakan oleh Edward Il yaitu
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan strukrur birokrasi masih dinilai belum sesuai dilihat
dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek implementator
kebijakan dan aspek pejabat yang terdampak kebijakan. Sehingga dapat dikatakan
implementasi kebijakan penyetaraan jabatan tersebut masih belum efektif.

Oleh karena itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat
membangun sistem kerja yang lebih baik lagi dalam sistem jabatan fungsional ini sehingga
dapat berjalan sesuai dengan harapan dalam peraturan perundang-undangan yang
menaunginya. Maka dari itu diharapkan proses birokrasi juga dapat berjalan lebih baik lagi.

Kata kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi



ABSTRACT

Ariyati Marsella, 2021419320011, 2023. "Implementation of the Minister of State
Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 28 of 2019
Regarding the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in the
Environment of the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province"
under the guidance of Mr. Bachruddin Ali Akhmad.

The functioning of a country is undoubtedly inseparable from the important role of
public administration. Some fundamental issues faced in the public administration system
in Indonesia include a large organizational structure at the central government level,
issues related to the mindset of human resources, the prevalence of corruption cases,
performance management issues, and the poor quality of services provided to the public.
From these five fundamental problems, it can be concluded that the main issue in public
administration is the human resources undergoing all bureaucratic processes. Therefore,
concrete steps are needed to change the mindset of existing human resources to carry out
bureaucratic processes effectively.

The purpose of this research is to determine how the Implementation of the Minister
of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 28 of 2019
Regarding the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in the
Environment of the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province is
carried out. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data
collection techniques used include interviews, observations, and documentation. Data
analysis employs qualitative data analysis techniques, including data collection, data
reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results indicate that the implementation of the Minister of State
Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 28 of 2019
regarding the equalization of administrative positions into functional positions in the
environment of the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province has not
been effective. From the four variables based on the policy implementation theory by
Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, it
is still considered not suitable based on the research results from two aspects: the policy
implementer aspect and the aspect of officials affected by the policy. Therefore, it can be
said that the implementation of the position equalization policy is still not effective.

Therefore, the Representative Office of BKKBN in South Kalimantan Province is
expected to build a better working system in this functional position system so that it can
run in accordance with the expectations of the relevant laws and regulations. Hence, it is
hoped that the bureaucratic process can also operate more effectively.

Keywords: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure.
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